BUPATI KEEROM
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KEEROM,

bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah, maka  perlu
ketersediaan  anggaran terhadap  pemenuhan
kebutuhan dimaksud;

bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.22
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahup
Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 menegaskan antara lain bahwa pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan  dapat  dilaksanakan mendahulul
penetapan  peraturan daerah  tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan PeratUran Kepala
Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan




Memperhatikan :

If

dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD, dan dalam hal program
dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang
sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya sebagaimmana tersebut diatas diterima oleh
Pemerintah  Daerah  setelah  penetapan  Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran
program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan
mengubah  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang
Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya

disaimpailkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

bahwa pelaksanaan kectentuan Lampiran V.23
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib
menganggarkan dana (ransfer ke daerah Yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk
teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam
hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud,
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
tahun  berkenaan, maka  Pemerintah  Daerah
melakukan penyesualan atas penggunaan dana
transfer dimaksud dengan c¢ara menganggarkan
kembali mendahului  perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu mengubah
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk

selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019;

bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017, menegaskan bahwa dalam hal Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada
tahun anggaran sebelumnya, maka harus
dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening
berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati
Keerom tentang Penjabaran Pe€rubahan Anggaral
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom
Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19495;




2.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat ( Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 795,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1395,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengant! Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Men jadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 695, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 238 Tahun 2009 tentang
Pajuk Daerah dan  Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019




tentang Perubahan Ataws Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah bebcerapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Badan  Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6332);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan Stanpdar
Pelayanan  Minimal  (Lemmbaran Negara Republik
mdonesia  Tahun 2005  Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);




19.

20.

21.

23.

24.

A

20.

21,

Peraturan Pemerintalhh Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
Pmjaman  Daerah (Lembaran  Negara  Republbk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);

Peraturan Menterr Dalam Negert Nomor 13 Tahun
2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Dacrahh  schagaimana telah  diubah  beberapa  kali
terakhir dengan Peraturan Mentert Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menterr Dalam Negert Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerahy (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mentert Dalam Negerl
Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ©4 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) scbagaimana telah diubah deéngan
Peraturan Menteri Dalam Negert NomOr 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter!
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Teahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor2 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan heuangan
Duaerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten keerom
Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah
Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Keerom Nomor 64 Tahun 2019);




28. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2019
(Berita Daecrah Kabupaten Keerom Nomor 157 Tahun
20)19);

MICMUTUSIKAN

Menetapkan . PERATURAN  BUPATI PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN  PISNDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk menjamin
ketersediaan alokas: anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD Tahun
Anggaran 2019 sesuai ketentuan Lampiran V.22 Peraturan Menter1
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019;

b. penvesuaiaan dana transfer yang tidak sesual dengan petunjuk teknis
1ahun berkenaan sesuai ketentuan Lampiran V.23 Peraturan Menter!
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019;

c. kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Ketiga
terkait dengan pekerjaan yang telah sele€saj pada tahun anggaran
sebelumnya, sesuai ketentuan Lampiran V.37 Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan ApPBD
Tahun Anggaran 2019.

d. kewajban lammnya yang diamanatkan oleh peraturan pérundang-
undangan.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf ¢ mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; dan/atau

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugiun yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 3

(1) Pendanaan ketersediaan alokasi angga1ransebagaimana dimaksud da
Pasal 1 yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam
tahun anggaran ber jalandapat menggunakan:

a. belanja tidak terduga. |

b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capalan targ€t
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahUn anggaran berjalan;
dan/atau

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

AIT]




(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
terlebih dahulu dalam:

a. DPPA-SKPD untuk program dan kegiatan vyang telah tersedia:
dan/atau
b. RKA-SIKPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia

pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan
dimaksud.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 semula berjumlah Rp. 1.257.013.615.131,00 berkurang sejumlah
Rp. 62.072.895.9C8,40 sehingga menjadi Rp. 1.194.940.719.222,60 dengan

rinclan sebhagal berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.257.013.615.131,00

b. Bertambah /(berkurang) Rp. (62.072.895.908,40)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.194.940.719.222,60
2. Belanja

a. Semula Rp. 1.251.735.553.774,00
b. Bertambah /berkurang Rp. 79.825.715.400,98
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.331.561.269.174,98
Surplus/defisit Rp. (136.620.549.952,38)

3. Pembilavaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp. 94.721.938.643,00

2). Bertambah/berkurang Rp. (22.414.365.036,62)

Jumlah Penerimaan pembiayaan Rp. 72.307.573.606,38

b. Pengeluaraan Pembilayaan

1). Sernula Rp. 100.000.000.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp. (25.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 75.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. (2.692.426.393,62)

_—-.#——_-——_“_—

Sisa Lebih Pernblayaan Anggaran Rp. (139.312.976.346,00)

Pasal o

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "lahun
Anggaran 2019 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya
ditampung dalam Laporan Realisasr Anggaran.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat (libayau*kzm dalam Pepaturan
Bupati ini maka menjadi pembebanan dalaln APBD Tahun Alggarah 2019

sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangan.




Pasal 7

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 4dirinCi
lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 8 merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBDyang
‘elah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 1€ebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah sesual
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkall Pengundangan peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 7 November 2019

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
MUH.MARKUM

Diundangkan di Arso
pada tanggal 8 Novembe 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
BLASIUS WALUYO SEJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN K:

)

EROM NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN\HUKUM

PREGUSTINA DUMY, SH
NIP. 19818314 200605 2 002
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